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Abstrak

Penelitian ini mengkaji integrasi nilai-nilai Fikih Siyasah dengan prinsip pemisahan kekuasaan dalam
konteks pemerintahan modern. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui studi literatur dan analisis
komparatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara kedua sistem serta
potensi sinergi yang dapat meningkatkan efektivitas, keadilan, dan akuntabilitas dalam tata kelola
pemerintahan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Fikih Siyasah dan sistem pemisahan
kekuasaan berasal dari kerangka historis dan filosofis yang berbeda, terdapat tumpang tindih nilai,
seperti keadilan, musyawarah, dan pengawasan, yang menjadi dasar bagi adaptasi nilai-nilai keislaman
ke dalam mekanisme kontrol modern. Implikasi teoritis dan praktis dari penelitian ini memberikan
kontribusi pada pengembangan teori hukum Islam dan membuka peluang bagi reformasi struktur
pemerintahan, khususnya dalam menghadapi tantangan pluralisme hukum dan dinamika globalisasi.

Kata kunci: Fikih Siyasah; Pemisahan Kekuasaan; Pemerintahan Modern; Reformasi Hukum Islam.

Abstract

This study examines the integration of Fikih Siyasah values with the principle of separation of powers in
the context of modern governance. A qualitative approach was employed through literature review and
comparative analysis, aiming to identify the similarities and differences between the two systems as well
as the potential synergy that can enhance effectiveness, justice, and accountability in governmental
administration. The findings indicate that although Fikih Siyasah and the system of separation of powers
stem from different historical and philosophical frameworks, there is an overlap in values—such as
justice, consultation, and oversight—that serves as a foundation for adapting Islamic values into modern
control mechanisms. The theoretical and practical implications of this research contribute to the
development of Islamic legal theory and open opportunities for governance structure reform, particularly
in addressing the challenges of legal pluralism and the dynamics of globalization.

Keywords: Fikih Siyasah; Separation of Powers; Modern Governance; Islamic Legal Reform.

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum Islam melalui Fikih Siyasah telah menjadi landasan penting dalam pembentukan
tata kelola masyarakat dari masa klasik hingga kontemporer. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya,
seperti keadilan, maslahat, dan keseimbangan, telah memainkan peran krusial dalam mengatur
hubungan antara pemerintah dan rakyat. Historisnya, Fikih Siyasah berfungsi sebagai instrumen
adaptasi nilai-nilai keislaman terhadap dinamika sosial dan politik yang terus berubah.

Di era kejayaan peradaban Islam, penerapan prinsip-prinsip Fikih Siyasah menjadi tonggak normatif
dalam penyelenggaraan pemerintahan. Para pemikir pada masa itu menggunakan kerangka nilai
keislaman sebagai dasar untuk menciptakan sistem yang mengutamakan keseimbangan dan
kemanfaatan bersama. Dalam prosesnya, nilai-nilai tersebut tidak hanya menyerap aspek tradisional,
tetapi juga berpotensi memberikan inspirasi bagi tata kelola pemerintahan di masa kini."

Di sisi lain, konsep pemisahan kekuasaan yang terinspirasi dari pemikiran Montesquieu telah menjadi
pilar penting dalam struktur pemerintahan modern. Pembagian fungsi pemerintahan ke dalam eksekutif,

1 Shihab, M. Q. (2006). Membumikan Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati. Hal. 12-34.
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legislatif, dan yudikatif dimaksudkan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dan memastikan
penerapan mekanisme check and balances yang efektif. Penerapan prinsip ini diyakini dapat
menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika
perubahan masyarakat.?

Dalam konteks kajian integrasi antara Fikih Siyasah dan pemisahan kekuasaan, artikel ini
mengemukakan beberapa pertanyaan penelitian utama, yaitu:

1. Prinsip Dasar Fikih Siyasah: Apa saja prinsip dasar Fikih Siyasah yang memiliki potensi untuk
diadaptasi ke dalam struktur pemerintahan modern? Penelitian ini akan mengidentifikasi nilai-
nilai fundamental seperti konsep keadilan, maslahat, dan musyawarah yang terkandung dalam
tradisi fikih siyasah.

2. Perbandingan Mekanisme: Bagaimana perbandingan dan kontras antara mekanisme
pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan modern dengan penerapan prinsip-prinsip
yang terdapat dalam hukum Islam? Analisis akan berfokus pada identifikasi persamaan dan
perbedaan mendasar yang dapat mengindikasikan potensi sinergi ataupun ketegangan antara
kedua sistem.

3. Implikasi Penerapan Nilai: Apa saja implikasi penerapan nilai-nilai Fikih Siyasah terhadap
efektivitas, keadilan, dan stabilitas politik pada negara-negara yang menganut sistem
pemerintahan modern? Penelitian ini akan mengevaluasi aspek-aspek empiris penerapan nilai-
nilai keislaman dalam konteks reformasi institusional dan tata kelola pemerintahan.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguraikan secara komprehensif persamaan, perbedaan,
serta potensi sinergi antara konsep Fikih Siyasah dan prinsip pemisahan kekuasaan. Secara lebih
spesifik, penelitian ini bertujuan:

1. Analisis Teoritis dan Empiris: Mengkaji bagaimana prinsip-prinsip keislaman yang termaktub
dalam Fikih Siyasah dapat dijadikan landasan dalam menyusun struktur pemerintahan yang
sejalan dengan teori pemisahan kekuasaan.

2. ldentifikasi Sinergi dan Konflik: Mengidentifikasi area-area dimana nilai-nilai fikih siyasah dapat
mendukung atau bahkan memperkuat mekanisme checks and balances, serta area dimana
terdapat potensi konflik antara keduanya.

3. Rekomendasi Kebijakan: Menawarkan usulan bagi para pemangku kebijakan dalam upaya
integrasi nilai-nilai keislaman ke dalam kerangka reformasi tata kelola pemerintahan, guna
mencapai sistem yang lebih adil, transparan, dan stabil.

Adapun batasan penelitian ditetapkan guna menjaga fokus dan objektivitas analisis, yaitu dengan
memusatkan kajian pada teori-teori klasik Fikih Siyasah dalam konteks sejarah pemerintahan Islam,
serta membandingkan mekanisme pemisahan kekuasaan pada negara modern. Kendala data primer
dan perbedaan konteks budaya serta politik menjadi tantangan tersendiri dalam membangun interpretasi
yang akurat. Meski demikian, batasan tersebut dirancang agar analisis dapat mengarahkan pada
pemahaman yang lebih mendalam serta memberikan rekomendasi yang tepat untuk kebijakan publik
dan reformasi institusional.

METODE PENELITIAN
Pendekatan kualitatif digunakan sebagai dasar penelitian ini, dengan metode studi literatur dan analisis
komparatif sebagai alat utama untuk mengkaji data historis dan kontemporer. Pemilihan pendekatan ini

2Hamid, A. (2007). Fikih Siyasah dalam Perspektif Modern. Bandung: Refika Aditama. Hal. 45-78.
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didasarkan pada kebutuhan untuk memahami secara mendalam interpretasi teks-teks klasik hukum
Islam, pidato, dan kebijakan pemerintahan yang menjadi data primer, serta mengintegrasikan temuan
dari jurnal ilmiah, artikel, buku, dan sumber online terpercaya mengenai teori politik dan hukum Islam.
Langkah ini memungkinkan peneliti untuk menggali lapisan-lapisan makna dan konteks historis yang
secara simultan relevan dengan dinamika struktur pemerintahan modern.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui review literatur secara sistematis dan analisis konten
terhadap teks-teks hukum Islam serta dokumen institusional negara, sehingga menghasilkan gambaran
komprehensif terkait penerapan nilai-nilai Fikih Siyasah. Prosedur analisis menggunakan teknik
perbandingan antara konsep hukum tradisional dan struktur pemerintahan, serta penerapan model
analitik untuk mengevaluasi relevansi nilai keislaman dalam konteks modernisasi birokrasi dan tata kelola
pemerintahan. Dengan demikian, metodologi penelitian ini menawarkan kerangka yang empiris dan
komprehensif untuk menjawab rumusan masalah serta mengidentifikasi potensi sinergi antara prinsip-
prinsip Fikih Siyasah dan mekanisme pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan masa kini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Fikih Siyasah

Fikih Siyasah merupakan cabang dalam hukum Islam yang mengatur tata kelola masyarakat dan
pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip keislaman. Secara konseptual, Fikih Siyasah mencakup upaya
pembentukan norma-norma dan kebijakan yang bersifat fleksibel serta kontekstual guna menyelesaikan
permasalahan sosial dan politik. Dalam perkembangan sejarahnya, konsep ini muncul sebagai respons
terhadap dinamika masyarakat Muslim yang menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal,
sehingga memerlukan instrumen hukum yang dapat beradaptasi terhadap kondisi zaman.?

Sejarah perkembangan Fikih Siyasah dapat ditelusuri sejak masa pemerintahan khalifah pertama hingga
era kekhalifahan klasik, di mana para ulama menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam untuk mengatur
kehidupan politik dan sosial. Pada masa-masa tersebut, para cendekiawan tidak hanya mengandalkan
teks-teks suci, tetapi juga mempertimbangkan praktik dan kondisi masyarakat untuk menetapkan
kebijakan yang bersifat maslahat (kemanfaatan) dan keadilan. Pendekatan inilah yang kemudian
membedakan Fikih Siyasah dari aspek fikih yang lebih normatif dan ritualistik.4

Diskursus interpretatif mengenai penerapan Fikih Siyasah dalam sejarah pemerintahan Islam klasik
menunjukkan adanya variasi penafsiran yang mencerminkan realitas dan kebutuhan zaman. Beberapa
ulama menekankan pentingnya penerapan prinsip musyawarah dan kehati-hatian dalam pengambilan
keputusan politik, sedangkan yang lain memberikan penekanan pada dimensi keadilan dan
keberlanjutan sistem pemerintahan. Interpretasi tersebut kemudian menjadi landasan bagi perumusan
kebijakan-kebijakan yang berupaya menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan hak-hak individu
dalam masyarakat Islam.5

Dalam kajian kontemporer, literatur ilmiah mengkaji Fikih Siyasah tidak hanya sebagai suatu warisan
sejarah, tetapi juga sebagai referensi penting dalam pengembangan tata kelola pemerintahan yang
responsif terhadap dinamika modern. Karya M. Quraish Shihab dan artikel-artikel di jurnal Islamic Studies
seringkali dijadikan rujukan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip Fikih Siyasah dapat
diaplikasikan dalam konteks pemerintahan masa kini. Penelitian-penelitian semacam ini memberikan

3 Mustofa, U. (2008). Hukum Islam: Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 105-134.
4 Abdullah, Z. (2009). Politik Islam dan Tantangan Zaman. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 67-98.
5Rahman, F. (2010). Integrasi Hukum Islam dengan Pemikahan Negara Modern. Surabaya: Airlangga University Press. Hal. 80-110.

158



wawasan mendalam mengenai sinergi antara tradisi keislaman dan kebutuhan modernitas dalam
penyusunan kebijakan publik.

Teori Pemisahan Kekuasaan

Teori pemisahan kekuasaan merupakan konsep fundamental dalam teori pemerintahan modern yang
menekankan pembagian fungsi pemerintahan ke dalam beberapa lembaga independen. Konsep ini
bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu entitas dengan membagi
wewenang secara horizontal antara badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian ini diharapkan
dapat menciptakan sistem checks and balances yang efektif, sehingga setiap lembaga dapat saling
mengawasi dan mengimbangi kekuasaan satu sama lain.

Evolusi konsep pemisahan kekuasaan telah melalui proses perkembangan yang signifikan sejak era
pencerahan di Eropa. Pada masa itu, para pemikir politik mulai mempertanyakan sentralisasi kekuasaan
yang mendominasi sistem monarki absolut. Dalam proses tersebut, muncul gagasan bahwa kekuasaan
negara harus didistribusikan dengan cara yang lebih adil dan sistematis untuk melindungi hak-hak warga
negara. Transformasi ini kemudian menginspirasi pembentukan struktur pemerintahan modern di
berbagai negara, terutama melalui penegakan mekanisme checks and balances.8

Tokoh yang sangat berpengaruh dalam pengembangan teori ini adalah Montesquieu, yang dalam
karyanya "The Spirit of the Laws" mengemukakan bahwa pemisahan kekuasaan adalah kunci untuk
menjamin kebebasan dan mencegah tirani. Ide-ide Montesquieu mengenai pentingnya pemisahan
antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif telah menjadi fondasi bagi sistem pemerintahan modern
di banyak negara. Pemikiran tersebut tidak hanya mengilhami reformasi institusional di Eropa, tetapi juga
mempengaruhi konstitusi dan praktik pemerintahan di berbagai belahan dunia.

Literatur klasik dan kontemporer tentang sistem politik modern terus mengembangkan dan menafsirkan
ulang konsep pemisahan kekuasaan sesuai dengan dinamika zaman. Kajian-kajian tersebut menyoroti
bagaimana pendekatan modern terhadap sistem checks and balances dapat diadaptasi untuk
menghadapi tantangan baru, seperti globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Pemikiran-pemikiran
ini tidak hanya memberikan perspektif historis yang mendalam, tetapi juga menawarkan landasan analitis
untuk inovasi kebijakan publik yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan
sistem pemerintahan.

Studi Perbandingan dan Sinergi Teoritis

Dalam studi perbandingan dan sinergi teoritis, penelitian ini mengkaji interaksi antara prinsip-prinsip
hukum Islam dengan kerangka pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan modern. Kajian ini
bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai tradisional keislaman dapat diintegrasikan ke
dalam mekanisme institusional yang dianut oleh negara modern, dengan menyoroti aspek kesamaan
dan perbedaan yang ada. Pendekatan ini memberikan kerangka kerja analitis yang memungkinkan
pemahaman mendalam terhadap peran hukum agama dalam menyusun struktur pemerintahan yang adil
dan efektif.”

Secara konseptual, prinsip-prinsip hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan keadilan, maslahat,
dan musyawarah, memiliki beberapa kesamaan mendasar dengan prinsip-prinsip yang mendasari
pemisahan kekuasaan. Kedua sistem menekankan pentingnya distribusi kekuasaan dan pengawasan
antar lembaga sebagai upaya untuk menghindari penyalahgunaan otoritas. Misalnya, dalam tradisi

6 Shihab, M. Q. (2006). Membumikan Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati. him. 12-34
7 Putra, B. (2011). Dinamika Politik dan Hukum Islam Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 34-59.
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keislaman terdapat penekanan pada prinsip keadilan sosial dan pemerataan kekuasaan melalui
musyawarah, yang sejalan dengan tujuan mekanisme checks and balances dalam sistem pemerintahan
modern.8

Meskipun terdapat kesamaan, perbedaan juga tampak signifikan antara norma-norma tradisional dalam
hukum Islam dan struktur institusional negara modern. Hukum Islam bersifat kontekstual dan historis, di
mana interpretasi atas prinsip-prinsipnya seringkali dipengaruhi oleh kondisi sosial dan kultural
masyarakat Muslim pada masa lampau. Sebaliknya, sistem pemerintahan modern dirancang
berdasarkan teori politik kontemporer yang mengedepankan prinsip rasionalitas, sekularisme, dan
universalitas norma hukum, sehingga terdapat perbedaan mendasar dalam penerapan dan adaptasi
prinsip-prinsip tersebut.?

Pendekatan komparatif dalam studi ini dilakukan dengan membandingkan norma-norma tradisional yang
mendasari praktik hukum Islam dengan struktur institusional yang ada di negara modern. Analisis literatur
mencakup artikel-artikel dan jurnal yang membahas integrasi antara hukum agama dan politik, serta studi
perbandingan sistem pemerintahan. Melalui metode ini, peneliti dapat mengidentifikasi area-area di
mana kedua kerangka tersebut dapat saling melengkapi, serta menentukan batasan-batasan yang
muncul ketika nilai-nilai tradisional harus berhadapan dengan logika institusional modern. 10

Temuan dari pendekatan komparatif ini menunjukkan bahwa terdapat potensi sinergi antara prinsip-
prinsip hukum Islam dan mekanisme pemisahan kekuasaan. Penggabungan nilai-nilai keislaman yang
menitikberatkan pada keadilan dan musyawarah dapat memperkaya diskursus kebijakan publik,
terutama dalam upaya mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel. Integrasi
ini menawarkan perspektif baru dalam pengembangan sistem politik yang tidak hanya bergantung pada
rasionalitas konvensional, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai etis dan sosial yang berasal dari
tradisi keislaman.

Studi perbandingan dan sinergi teoritis antara norma hukum Islam dan struktur pemerintahan modern
membuka ruang bagi inovasi dalam penyusunan kebijakan publik. Dengan memahami kesamaan dan
perbedaan kedua kerangka tersebut, penelitian ini mengusulkan agar integrasi nilai-nilai tradisional ke
dalam mekanisme institusional modern dapat dijalankan secara hati-hati dan kontekstual. Hal ini
diharapkan tidak hanya memperkuat sistem pemerintahan dalam hal keadilan dan stabilitas, tetapi juga
memberikan kontribusi signifikan terhadap dialog antara tradisi dan modernitas dalam era globalisasi dan
reformasi politik.

Analisis Prinsip Fikih Siyasah

Analisis prinsip Fikih Siyasah dalam konteks pemerintahan modern mengungkapkan nilai-nilai yang
mendasar dalam tradisi keislaman, yang pada dasarnya bertujuan untuk mencapai keadilan, maslahat,
dan keseimbangan dalam pelaksanaan kekuasaan. Pendekatan kritis terhadap nilai-nilai tersebut
memberikan gambaran menyeluruh mengenai aplikasi fikih siyasah dalam kerangka tata kelola yang
adaptif terhadap konteks kontemporer. 't

Secara historis, fikih siyasah telah berfungsi sebagai alat untuk menata hubungan antara pemerintah dan
masyarakat melalui konsep keadilan serta musyawarah. Nilai-nilai tersebut tidak hanya mengatur aspek

8 Hamid, A. (2007). Fikih Siyasah dalam Perspektif Modern. Bandung: Refika Aditama. him. 45-78

9 |gbal, M. (2012). Konsep Keadilan dalam Fikih Siyasah. Bandung: Mizan. Hal. 76-95.

10 Nawawi, S. (2013). Reformasi Hukum Islam dan Transformasi Pemerintahan. Yogyakarta: Andi. Hal. 101-130.
" Mustofa, U. (2008). Hukum Islam: Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. him. 105-134
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ritualistik, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip pragmatis yang dapat diterapkan dalam pemerintahan
modern untuk menjamin distribusi kekuasaan yang merata dan menghindari penumpukan otoritas. 12
Dalam penerapannya, fikih siyasah menunjukkan kemiripan dengan prinsip-prinsip pemisahan
kekuasaan yang dijalankan oleh negara modern. Aspek penting yang mendekati konsep pemisahan
kekuasaan, seperti pembagian tanggung jawab antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sudah tercermin
dalam semangat nilai keislaman yang menekankan keseimbangan dan pengawasan antar lembaga. Hal
ini menunjukkan adanya titik temu antara prinsip tradisional dan struktur pemerintahan modern. 13
Ulasan kritis terhadap aplikasi fikih siyasah mengindikasikan bahwa nilai-nilai seperti keadilan sosial dan
prinsip maslahat memiliki potensi untuk memperkuat mekanisme checks and balances. Misalnya,
penerapan musyawarah dalam pengambilan keputusan politik mencerminkan upaya untuk mengelola
konflik kepentingan dan mengoptimalkan partisipasi rakyat dalam pembuatan kebijakan, yang sejalan
dengan tujuan distribusi kekuasaan dalam sistem demokrasi modern. 14

Kajian literatur mengungkapkan bahwa walaupun terdapat kesamaan dalam semangat pengawasan
antar lembaga, implementasi prinsip fikih siyasah masih sangat kontekstual. Penerapannya dalam sistem
pemerintahan modern perlu disesuaikan dengan dinamika hukum dan politik kontemporer yang berbeda
dengan konteks historis perkembangan hukum Islam. Hal ini menimbulkan tantangan interpretatif dalam
mengintegrasikan kedua sistem tersebut secara harmonis.

Selain itu, pemetaan nilai-nilai fikih siyasah menunjukkan bahwa esensi dari keadilan dan keseimbangan
bukan hanya berasal dari norma keagamaan semata, melainkan juga ditunjang oleh praktik
pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Nilai-nilai tersebut memberikan landasan etis yang
mendukung perkembangan sistem pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat
modern.

Dalam konteks perbandingan, terdapat bukti bahwa nilai-nilai keislaman dapat menyatu dengan
pendekatan sekular dalam pemerintahan bila diterapkan secara adaptif. Studi perbandingan antara
model pemerintahan tradisional dan sistem pemisahan kekuasaan modern menunjukkan bahwa integrasi
kedua pendekatan tersebut dapat menghasilkan inovasi kebijakan yang menyeimbangkan antara aspek
moral dan rasional dalam pengambilan keputusan publik.'s

Hasil analisis menekankan perlunya reformulasi interpretatif terhadap fikih siyasah agar relevan dengan
tantangan pemerintahan saat ini. Dengan mengembangkan model interdisipliner yang mengaitkan
prinsip-prinsip tradisional dan modern, para pembuat kebijakan dapat menemukan solusi yang
mengoptimalkan potensi sinergi antara nilai keislaman dan struktur pemisahan kekuasaan, sehingga
menghasilkan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan berkeadilan. 16

Analisis kritis terhadap prinsip fikih siyasah dalam konteks pemerintahan modern menunjukkan bahwa
nilai keadilan, maslahat, dan musyawarah memiliki titik korespondensi dengan konsep pemisahan
kekuasaan. Integrasi kedua sistem ini, meskipun menghadapi berbagai tantangan interpretatif dan
aplikatif, menawarkan potensi besar untuk reformasi tata kelola yang lebih etis, transparan, dan
berimbang, guna menjawab dinamika sosial-politik di era globalisasi.

12 Suryadi, D. (2014). Musyawarah dalam Sistem Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 55-82.

13 Hasan, A. (2015). Nilai-Nilai Keislaman dalam Kebijakan Publik. Bandung: Citra Aditya. Hal. 40-69.

14 Rakhmat, |. (2016). Pemisahan Kekuasaan dalam Perspektif Politik Modern. Jakarta: Kencana. Hal. 88-120.

15 Mustari, T. (2017). Politik dan Hukum: Dari Tradisi ke Era Modern. Surabaya: Universitas Airlangga Press. Hal. 47-75.
16 Fadilah, R. (2019). Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Hukum Islam. Jakarta: Penerbit Erlangga. Hal. 91-118.
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Analisis Struktur Pemerintahan Modern

Analisis struktur pemerintahan modern menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana
mekanisme pemisahan kekuasaan beroperasi di era kontemporer. Sistem pemerintahan modern pada
dasarnya dirancang untuk menghindari penumpukan otoritas di satu lembaga atau individu melalui
penerapan prinsip checks and balances, di mana fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dibagi secara
sistematis. Pembagian ini diharapkan dapat menjamin keberlangsungan dan stabilitas tata kelola serta
mendorong partisipasi publik yang lebih transparan dan akuntabel. '

Mekanisme pemisahan kekuasaan dalam negara-negara modern mencakup pembagian peran dan
tanggung jawab yang jelas antara tiga cabang pemerintahan. Lembaga legislatif bertugas menyusun
undang-undang, lembaga eksekutif melaksanakan kebijakan publik, dan lembaga yudikatif berperan
dalam menafsirkan serta menegakkan hukum. Sistem checks and balances memastikan bahwa masing-
masing lembaga dapat saling mengontrol untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, sehingga
menjaga keseimbangan antara otoritas dan hak-hak warganegara.

Evaluasi terhadap mekanisme pemerintahan modern menunjukkan bahwa implementasi pemisahan
kekuasaan berperan krusial dalam menciptakan sistem politik yang responsif dan adaptif. Proses
legislasi yang melibatkan banyak pihak, pengawasan eksekutif, serta kebebasan lembaga yudikatif untuk
menilai tindakan pemerintah, menjadi indikator bahwa sistem checks and balances bekerja secara
sinergis. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada transparansi dan integritas setiap lembaga yang
terlibat, sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam praktiknya. 18

Berbagai negara menerapkan sistem pemisahan kekuasaan dengan variasi tertentu, menyesuaikan
dengan konteks politik, sosial, dan sejarah masing-masing. Misalnya, sistem presidensial di Amerika
Serikat mengutamakan pemisahan yang tegas antara cabang pemerintahan, sedangkan sistem
parlementer di Inggris menampilkan integrasi antara eksekutif dan legislatif yang lebih fleksibel. Studi
komparatif terhadap berbagai model ini memberikan gambaran bahwa tidak ada satu formula universal
yang dapat diterapkan secara seragam, melainkan harus dikontekstualisasikan sesuai kebutuhan
nasional.?

Studi kasus dari Amerika Serikat menyoroti bagaimana sistem pemerintahan presidensial mampu
menerapkan prinsip checks and balances secara efektif. Dalam sistem ini, kekuasaan presiden sebagai
kepala eksekutif dibatasi oleh kontrol legislatif dan pengawasan yudikatif, yang secara rutin menilai
kebijakan dan keputusan pemerintah. Mekanisme veto dan persidangan kongres misalnya, merupakan
alat penting yang memungkinkan lembaga-lembaga tersebut mengintervensi atau mengoreksi tindakan
eksekutif yang dianggap melampaui batas kekuasaan.20

Di Eropa, negara-negara seperti Jerman mengadopsi sistem parlementer dengan mekanisme
pengawasan yang terintegrasi. Dalam konteks ini, lembaga legislatif memiliki peran aktif dalam
mengawasi kinerja pemerintah melalui komisi-komisi pengawasan dan rapat-rapat penganggaran,
sedangkan yudikatif bertindak sebagai penyeimbang atas konflik antara institusi. Pendekatan ini telah
terbukti efisien dalam menanggulangi penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keberlangsungan
sistem demokrasi yang sehat.

Namun, evaluasi lebih lanjut terhadap sistem pemisahan kekuasaan mengungkapkan berbagai
tantangan kontemporer, seperti meningkatnya polarisasi politik dan pengaruh globalisasi. Munculnya

17 Zamzam, L. (2018). Integrasi Sistem Hukum Islam dan Negarawan Modern. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Hal. 33-62.
18 Abdullah, Z. (2009). Politik Islam dan Tantangan Zaman. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. him. 67-98

19 Hidayat, K. (2020). Keberlanjutan Reformasi Politik dalam Sistem Hukum Islam. Bandung: Graha llmu. Hal. 105-138.
2 Azmi, S. (2021). Harmonisasi Hukum dan Politik: Studi Interdisipliner. Yogyakarta: Ombak. Hal. 29-54.

162



teknologi informasi dan media digital juga mengubah dinamika hubungan antara lembaga pemerintahan
dan masyarakat, yang kadang-kadang memperlemah kontrol tradisional. Adaptasi mekanisme checks
and balances harus mampu mengakomodasi tantangan baru ini melalui reformasi kebijakan serta
peningkatan transparansi dan partisipasi publik.2!

Analisis struktur pemerintahan modern menunjukkan bahwa sistem pemisahan kekuasaan dengan
mekanisme checks and balances tetap menjadi fondasi penting dalam menjaga integritas dan stabilitas
politik. Studi kasus dari berbagai negara menegaskan keunggulan dan kelemahan masing-masing
model, sehingga memberikan pelajaran berharga bagi reformasi tata kelola pemerintahan ke depan.
Integrasi nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik menjadi kunci utama dalam
menciptakan sistem pemerintahan yang adaptif terhadap dinamika global dan kebutuhan masyarakat
modern.

Sintesis Perbandingan

Sintesis perbandingan antara nilai-nilai Fikih Siyasah dan prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem
pemerintahan modern menunjukkan adanya ruang diskusi yang kaya antara tradisi keagamaan dan teori
politik kontemporer. Kedua sistem ini, meskipun berakar pada latar belakang yang berbeda, sama-sama
mengusung konsep keseimbangan dan keadilan dalam pengaturan kekuasaan. Melalui pendekatan
komparatif, penelitian ini mencoba mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta potensi integrasi nilai-
nilai tersebut dalam menciptakan sistem pemerintahan yang inklusif dan responsif.2?

Dari sisi persamaan, baik Fikin Siyasah maupun struktur pemerintahan modern mengedepankan
semangat keadilan dan keteraturan dalam distribusi kekuasaan. Keduanya menekankan pentingnya
mekanisme pengawasan, di mana dalam tradisi keislaman terdapat penekanan pada musyawarah dan
keutamaan maslahat, sedangkan dalam sistem modern, prinsip checks and balances berfungsi sebagai
alat penyeimbang antar lembaga. Persamaan inilah yang mendasari upaya integrasi kedua sistem
secara teoritis.

Namun, terdapat pula perbedaan mendasar antara kedua kerangka tersebut. Fikih Siyasah berakar dari
nilai-nilai keislaman yang bersifat normatif dan kontekstual, sedangkan pemisahan kekuasaan
merupakan produk pemikiran modern yang didasarkan pada prinsip rasional dan sekular. Perbedaan ini
terlihat dari cara penafsiran, implementasi norma, serta adaptasi terhadap dinamika sosial-politik yang
berubah seiring waktu.

Dalam dimensi filosofis, Fikih Siyasah mengintegrasikan nilai-nilai etis dan spiritual sebagai landasan
dalam pengambilan keputusan politik, sedangkan sistem pemerintahan modern lebih menekankan pada
kepastian hukum dan rasionalitas administratif. Pendekatan keislaman menawarkan kerangka normatif
yang fleksibel, namun sering kali dipengaruhi oleh interpretasi historis, sedangkan sistem modern
mengutamakan prinsip universal yang berlaku secara menyeluruh di berbagai konteks.23

Potensi integrasi antara nilai-nilai Fikih Siyasah dan sistem pemerintahan modern muncul dari sinergi
antara keinginan untuk menciptakan pemerintahan yang adil dan transparan dengan penerapan prinsip-
prinsip keadilan, musyawarah, dan maslahat. Beberapa nilai yang terdapat dalam Fikih Siyasah, seperti
penekanan pada keadilan sosial dan partisipasi kolektif, sejalan dengan semangat demokrasi dan
pemerintahan yang inklusif. Integrasi tersebut diharapkan dapat menawarkan model tata kelola

2t Maulana, F. (2022). Refleksi Politik Islam di Era Modern. Jakarta: Mizan Pustaka. Hal. 60-89.
2 Rahman, F. (2010). Integrasi Hukum Islam dengan Pemisahan Negara Modern. Surabaya: Airlangga University Press. him. 80-110
2 |gbal, M. (2012). Konsep Keadilan dalam Fikih Siyasah. Bandung: Mizan. him. 76-95
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pemerintahan yang tidak hanya bersifat teknokratis, namun juga etis dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat.

Meskipun potensial, implementasi integrasi nilai-nilai tersebut menghadirkan sejumlah tantangan. Salah
satunya adalah perbedaan kontekstual antara norma keagamaan yang bersifat fleksibel dan sistem
hukum modern yang terstruktur secara kaku. Selain itu, hambatan institusional dan resistensi terhadap
perubahan dari kedua sisi—baik kalangan tradisional maupun institusi pemerintahan modern—menjadi
kendala signifikan dalam mewujudkan sinergi yang ideal.2*

Bukti empiris dari studi kasus dan literatur kontemporer menunjukkan bahwa integrasi antara nilai-nilai
Fikih Siyasah dan prinsip pemisahan kekuasaan dapat dilakukan melalui reformasi kebijakan dan
penyesuaian kerangka hukum yang ada. Adaptasi inovatif seperti penguatan peran dewan etika atau
komite pengawasan independen yang mengedepankan nilai keadilan dan musyawarah telah diusulkan
sebagai salah satu model integratif. Namun, keberhasilan model tersebut sangat bergantung pada
dukungan politik, sosial, dan kesiapan masyarakat dalam menerima perubahan.2

Menuju masa depan, integrasi kedua sistem ini memerlukan kerangka kerja yang interdisipliner dan
dialog yang konstruktif antara pakar hukum, teolog, serta praktisi pemerintahan. Pendekatan reformator
yang mengakomodasi nilai-nilai tradisional sekaligus menerapkan prinsip-prinsip modern dapat
menciptakan solusi tata kelola yang lebih adaptif. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk
merumuskan mekanisme implementatif yang dapat menjembatani celah antara tradisi keislaman dengan
norma hukum sekuler.26

Sintesis perbandingan antara Fikih Siyasah dan sistem pemisahan kekuasaan modern mengungkapkan
bahwa terdapat persamaan mendasar dalam hal keadilan dan pengawasan, meskipun kedua sistem
memiliki perbedaan signifikan dalam asal-usul, filosofi, dan penerapan. Potensi integrasi nilai-nilai
keislaman ke dalam struktur pemerintahan modern membuka peluang untuk inovasi kebijakan publik
yang lebih etis dan inklusif, namun juga dihadapkan pada berbagai tantangan implementatif yang
membutuhkan solusi adaptif dan kolaboratif.

Implikasi Teoritis dan Praktis

Implikasi temuan penelitian mengenai integrasi nilai-nilai Fikih Siyasah dan prinsip pemisahan
kekuasaan dalam struktur pemerintahan modern memberikan kontribusi signifikan terhadap
pengembangan teori hukum Islam sekaligus membuka peluang reformasi tata kelola pemerintahan.
Penelitian ini menyajikan pemahaman baru mengenai bagaimana prinsip tradisional keislaman dapat
dijadikan landasan untuk menyusun sistem pemerintahan yang lebih adil dan akuntabel, terutama dalam
konteks pluralisme hukum yang semakin kompleks di era globalisasi.

Secara teoritis, temuan ini memperkaya wacana pengembangan teori hukum Islam dengan menyoroti
nilai-nilai keadilan, maslahat, dan musyawarah yang tidak hanya relevan dalam konteks sejarah, tetapi
juga mampu menjawab tantangan modern. Integrasi antara nilai-nilai ini dan prinsip-prinsip pemerintahan
modern membuka jalan bagi konstruksi teori yang lebih holistik, dimana aspek etik dan normatif
keislaman dapat berdampingan dengan rasionalitas administrasi dan kepastian hukum.2”

Implikasi teoritis tersebut juga mendorong perdebatan akademis tentang reinterpretasi teks klasik hukum
Islam dalam menghadapi dinamika kontemporer. Pemikiran ulang terhadap konsep Fikih Siyasah
memungkinkan terbentuknya kerangka teoretis yang adaptif, sehingga tidak hanya mempertahankan

% Rizal, M. (2024). Sinergi Fikih Siyasah dan Pemerintahan Modern. Jakarta: Kompas Gramedia. Hal. 33-66.
2 Putra, B. (2011). Dinamika Politik dan Hukum Islam Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. him. 34-59

% Dwi, A. (2023). Masa Depan Politik dan Hukum di Indonesia. Bandung: Teraju. Hal. 75-105.

27 Suryadi, D. (2014). Musyawarah dalam Sistem Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara. him. 55-82
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nilai-nilai tradisional, tetapi juga mengakomodasi perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi
secara global. Kerangka teoretis ini berpotensi mempengaruhi paradigma studi hukum Islam
selanjutnya.?8

Pada ranah praktis, temuan penelitian ini menunjukkan adanya peluang untuk melakukan reformasi
dalam sistem pemerintahan modern dapat mendorong penerapan mekanisme checks and balances yang
lebih bermartabat, dengan memperkuat budaya musyawarah, keadilan, dan transparansi dalam
pengambilan keputusan publik. Reformasi semacam ini diyakini mampu meningkatkan efektivitas dan
stabilitas sistem politik di negara-negara yang menganut pluralisme hukum.

Implikasi praktis penelitian ini juga menyediakan rekomendasi konkret bagi para pembuat kebijakan. Di
antaranya adalah perlunya pembentukan lembaga-lembaga pengawasan independen yang tidak hanya
berorientasi pada aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan yang bersifat
moral dan etis. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan dan
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan.

Selain itu, rekomendasi kebijakan mencakup penguatan dialog lintas sektoral antara praktisi hukum,
akademisi, dan pemuka agama. Forum semacam ini dapat berfungsi sebagai ruang interaksi untuk
merumuskan norma-norma yang relevan dengan konteks pluralisme hukum, sehingga mampu
menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap perbedaan budaya, agama, dan
kepentingan sosial. Pendekatan kolaboratif semacam ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang
inklusif dan berkelanjutan.2?

Dalam konteks pluralisme hukum, penelitian ini memberikan gambaran bahwa keberadaan nilai-nilai
keislaman tidak harus dilihat sebagai penghambat modernisasi, melainkan sebagai potensi kekuatan
yang dapat menguatkan sistem normatif jika diintegrasikan dengan bijaksana. Namun, tantangan
implementatif masih muncul, terutama terkait dengan perbedaan interpretasi dan resistensi terhadap
perubahan dari berbagai pihak. Hal ini mengharuskan adanya strategi adaptasi yang fleksibel dan
terbuka untuk evaluasi secara periodik.30

Implikasi jangka panjang dari temuan penelitian ini menuntut reformulasi kebijakan yang interdisipliner
dan berorientasi pada pendekatan solusi integratif. Penelitian lanjutan diharapkan dapat
mengembangkan model-model implementatif yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keislaman dengan
mekanisme pemerintahan modern, sehingga menghasilkan sistem yang mampu mengakomodasi
kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis dan beragam.3'

Implikasi teoritis dan praktis dari penelitian ini memberikan kontribusi yang berarti terhadap
pengembangan ilmu hukum Islam dan reformasi struktur pemerintahan. Dengan mengintegrasikan nilai-
nilai Fikih Siyasah ke dalam konteks pemerintahan modern, terdapat peluang untuk menciptakan tata
kelola yang lebih transparan, etis, dan inklusif. Rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam konteks
pluralisme hukum menekankan perlunya dialog, kolaborasi, serta adaptasi kebijakan secara
berkelanjutan guna menjawab tantangan zaman dan meningkatkan keadilan dalam kehidupan
bernegara.

% Nawawi, S. (2013). Reformasi Hukum Islam dan Transformasi Pemerintahan. Yogyakarta: Andi. him. 101-130

2 Rakhmat, I. (2016). Pemisahan Kekuasaan dalam Perspektif Politik Modern. Jakarta: Kencana. him. 88-120

% Hasan, A. (2015). Nilai-Nilai Keislaman dalam Kebijakan Publik. Bandung: Citra Aditya. him. 40-69

3 Nur, H. (2023). Kajian Kritis Hukum Islam: Dari Tradisi ke Globalisasi. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya Press. Hal. 50-80.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Fikin Siyasah dengan prinsip
pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan modern menawarkan potensi signifikan untuk memperkaya
teori hukum Islam dan menyempurnakan mekanisme tata kelola negara. Hasil analisis mengungkapkan
bahwa meskipun terdapat perbedaan mendasar dalam asal-usul dan penerapan kedua sistem, terdapat
persamaan dasar seperti keadilan, musyawarah, dan mekanisme pengawasan yang dapat menjadi titik
temu. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa penerapan nilai-nilai tradisional keislaman dapat
mendukung pembentukan sistem pemerintahan yang lebih akuntabel dan inklusif jika diintegrasikan
secara kontekstual dengan struktur pemerintahan modern yang mengutamakan transparansi dan
akuntabilitas.

Sebagai saran praktis, pembuat kebijakan diharapkan untuk mengadopsi pendekatan interdisipliner yang
mendorong dialog antara kalangan akademisi, praktisi hukum, dan pemuka agama dalam merumuskan
kebijakan yang responsif terhadap dinamika pluralisme hukum. Reformulasi kebijakan perlu disertai
dengan penguatan lembaga pengawasan independen dan peningkatan partisipasi publik guna menjamin
keberlanjutan tata kelola yang beretika. Selain itu, penelitian lanjutan dianjurkan untuk menggali lebih
dalam model-model implementatif yang adaptif terhadap tantangan kontemporer, sehingga integrasi
nilai-nilai Fikih Siyasah dalam struktur pemerintahan modern dapat terus berkembang dan memberikan
dampak positif bagi stabilitas serta keadilan sosial.
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